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ABSTRAK 

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok 

Dasar Agraria menjelaskan bahwa hanya WNI yang berhak memiliki tanah Hak 

Milik di Indonesia, akan tetapi untuk mensiasati hal tersebut WNA meminjam nama 

WNI (nominee). Pada dasarnya tentang perkara nominee dapat terlihat dalam 

pertimbangan hakim melalui Putusan Pengadilan, yang bertujuan untuk 

menganalisis Putusan nominee dari tahun 2010-2022 dengan mengambil 3 (tiga) 

sampel putusan yaitu Putusan Nomor: 426/Pdt.G/2020/PN.Dps, Putusan Nomor: 

274/Pdt.G/2020/PN.Dps, dan Putusan Nomor: 228/Pdt.G/2018/PN.Smn. dan jelas 

di dalamnya memegang prinsip kehati-hatian sebagai suatu hal yang sangat penting, 

baik alasan diterima atau ditolaknya suatu putusan mengenai nominee oleh Majelis 

Hakim, dalam ketiga putusan tersebut memperlihatkan alasan pertimbangan yang 

tidak seragam dari satu putusan kepada putusan yang lain.  

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini kemudian fokus mengkaji 

antara lain; Pertama, bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan perjanjian 

nominee. Kedua, bagaimana tinjauan Yuridis dan Filosofis terhadap Putusan 

perjanjian nominee. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji putusan 

perjanjian nominee sebagai data primer (utama), sedangkan data sekunder 

didapatkan dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 Tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata serta data-data yang relevan dengan penelitian ini. Metode deskriptif 

analisis dalam penelitian ini adalah metode untuk menggambarkan dari beberapa 

pertimbangan putusan perjanjian nominee yang kemudian dianalisis secara Yuridis 

dan Filosofis berdasarkan teori Lawrence. Friedman dan maqāṣid syarī’ah Ibnu 

Asyur untuk mendapatkan suatu kesimpulan penelitian. 

Berdasarkan temuan yang didapatkan, pertimbangan dasar hukum 

perjanjian nominee dalam putusan adalah menggunakan KUHPerdata pasal 1320 

tentang syarat sahnya perjanjian yang pada ayat (4) “suatu sebab yang halal” tidak 

tercapai karena melanggar UUPA pasal 21 ayat (1) bahwa “hanya Warga Negara 

Indonesia dapat mempunyai Hak Milik”. Secara yuridis dalam putusan nominee 

memang mempertimbangan pasal 26 ayat (2) UUPA, akan tetapi yang 

menyebutkan bahwa tanah kembali menjadi milik negara dikesampingkan, akan 

tetapi jika ditinjau dari Kekuasaan kehakimam hal tersebut untuk mencapai sebuah 

keadilan. karena hakim bersifat pasif dan menunggu serta memerlukan 

pertimbangan dalam putusannya. Secara filosofis dari 3 (tiga) putusan yang diteliti 

menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, ditemukan adanya 

kekosongan hukum tentang perjanjian nominee yang kiranya perlu dibuatkan 

regulasi bahkan suatu sanksi yang jelas, sehingga tidak merusak asas-asas dalam 

perjanjian untuk mencapai keadilan sosial sebagaimana dalam falsafah Pancasila, 

serta tercapainya kemaslahatan dalam teori maqāṣid syarī’ah Ibnu Asyur dengan 

menjaga harta. 

 

Kata kunci: Perjanjian Nominee, Putusan, Yuridis, Filosofis. 
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ABSTRACT 

Article 21 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian 

Regulations explains that only Indonesian citizens have the right to own freehold 

land in Indonesia, but to get around this, foreigners invite the names of Indonesian 

citizens (nominees). Basically, nominee cases can be seen in the judge's 

considerations through Court Decisions, which aims to analyze nominee decisions 

from 2010-2022 by taking 3 (three) sample decisions, namely Decision Number: 

426/Pdt.G/2020/PN.Dps, Decision Number: 274/Pdt.G/2020/PN.Dps, and 

Decision Number: 228/Pdt.G/2018/PN.Smn. and it is clear that it holds the 

precautionary principle as a very important thing, whether the reasons for 

accepting or rejecting a decision regarding nominees by the Panel of Judges in the 

third decision show considerations that are not uniform from one decision to 

another. 

Based on the explanation above, this research then focuses on examining, 

among others; First, how does the judge consider the nominee agreement decision? 

Second, what is the Juridical and Philosophical review of nominee agreements. 

This research is a qualitative research using a normative juridical approach which 

aims to examine nominee agreement decisions as primary (main) data, while 

secondary data is obtained from the 1945 Constitution, Law Number 5 of 1960 

concerning Basic Agrarian Regulations, the Book of Laws. -Civil Law and data 

relevant to this research. The descriptive method of analysis in this research is a 

method to describe several considerations of nominee agreement decisions which 

are then analyzed juridically and philosophically based on Lawrence's theory. 

Friedman and Ibn Asyur's maqāṣid syarī'ah to obtain a research conclusion. 

Based on the findings obtained, the legal basis for nominee agreements in 

the decision is to use Article 1320 of the Civil Code regarding the conditions for 

the validity of an agreement which in paragraph (4) "a lawful cause" cannot be 

achieved because it violates UUPA article 21 paragraph (1) that "only Indonesian 

citizens can have property rights." Juridically, the nominee's decision does take into 

account Article 26 paragraph (2) of the UUPA, however, the statement that states 

that the land will return to state ownership is set aside, but if viewed from the 

judicial power, this is to achieve justice. because the judge is passive and waits and 

requires consideration in his decision. Philosophically, from the 3 (three) decisions 

examined using Lawrence M. Friedman's legal system theory, it was found that 

there was a legal vacuum regarding nominee agreements which would require 

regulations and even clear sanctions to be made, so as not to damage the principles 

in the agreement to achieve social justice as intended. in the Pancasila philosophy, 

as well as achieving benefit in Ibn Asyur's maqāṣid syarī'ah theory by protecting 

wealth. 

Keywords: Nominee Agreement, Decision, Juridical, Philosophical. 

 

  



 

 

vii 

 

MOTTO 

 

 

Sebaik-baik manusia adalah ia yang bermanfaat untuk manusia 

lainnya. 

 

 

 

ِ   اِلىَ  وَجْهَهٓٗ   يُّسْلِمْ   وَمَنْ   وَاِلىَ  ىۗ الْوُثقْٰ   باِلْعرُْوَةِ   اسْتمَْسَكَ   فقََدِ   مُحْسِنٌ   وَهُوَ   �ّٰ

 ِ  الاْمُُوْرِ  عَاقِبةَُ  �ّٰ

Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang 

berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang 

kokoh, dah hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan. (Q.S. Al-Luqman:22) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keinginan Warga Negara Asing (WNA) untuk memiliki aset di Indonesia 

dengan memanfaatkan peluang atau celah hukum1 melalui perjanjian nominee yaitu 

meminjam nama Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai pemegang Hak Milik 

marak terjadi, di mana dalam praktiknya untuk pengelolaan dan penguasaan aset 

sepenuhnya dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA). 

Perjanjian nominee (pinjam nama) dalam hukum perjanjian Indonesia 

dikategorikan sebagai perjanjian yang berindikasi menciptakan penyelundupan 

hukum.2 Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bahwa hanya 

Warga Negara Indonesia yang memiliki hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, 

air, dan ruang angkasa. Selain itu, dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA bahwa hanya 

Warga Negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik. Dengan kata lain hal ini 

hanya mengeaskan bahwa orang yang berkewarganegaraan Indonesia yang berhak 

memperoleh Hak Milik, sementara orang asing yang berkedudukan di Indonesia 

tidak dapat mempunyai tanah yang berstatus Hak Milik melainkan hanya dapat 

 
1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 

Pasal 42 UUPA disebutkan bahwa “orang asing yang berkedudukan di Indonesia mempunyai hak 

pakai dan hak sewa atas tanah di Indonesia. Lebih lanjut pasal 41 dalam perundang-undangan yang 

sama juga menyebutkan bahwa orang asing berkedudukan di Indonesia dapat memiliki sebuah 

rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak atas tanah tertentu, di mana orang asing tersebut 

adalah orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberikan manfaat bagi pembangunan 

nasional dan diperkenankan memiliki sebuah rumah tempat tinggal dan dapat  berupa rumah yang 

berdiri sendiri atau satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai”. Perundang-

undangan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang asing agar bisa memiliki aset di Indonesia. 
2 Prezi, “Penyelundupan Hukum,” https://prezi.com/hnxfyetn5m-q/penyelundupan-hukum,  

diakses pada tanggal 03 April 2023, pukul 20.22 WIB. 
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menguasai tanah dengan status Hak Pakai dan Hak Sewa Untuk Bangunan dengan 

jangka waktu yang terbatas.1 

Sementara dalam literatur hukum disebutkan bahwa perjanjian nominee 

merupakan perjanjian pinjam nama yang termasuk ke dalam perjanjian innominaat 

(tidak bernama), yaitu perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus 

dalam Undang-Undang. Perjanjian ini lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak 

seperti perjanjian nominee yang dibuat antara seseorang yang menurut hukum tidak 

dapat menjadi subjek hak atas tanah. Adapun perjanjian tersebut umumnya dibuat 

dengan maksud agar orang asing dapat menguasai tanah secara de facto (keadaan 

yang sebenarnya), tetapi secara de jure (menurut hukum/hak yang sah) tanah hak 

milik tersebut atas nama WNI, dengan kata lain WNI dipinjam namanya oleh orang 

asing (nominee). 

Perjanjian nominee di Indonesia banyak di praktikkan terutama daerah 

atau kawasan pariwisata seperti Bali, Lombok dan juga Yogyakarta,2 di mana 

daerah-daerah ini banyak dikunjungi oleh Warga Negara Asing, terutama apabila 

WNA tersebut menikah ataupun memiliki hubungan dengan WNI guna memiliki 

aset di Indonesia. 

Perjanjian nominee dalam beberapa kasus, dapat dilihat dalam Putusan 

Nomor: 426/Pdt.G/2020/PN.Dps. Penggugat menikah dengan Fransio Laung 

Sihombing seorang Warga Negara Indonesia yang sudah meninggal dunia dengan 

 
1 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komperehensif (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2012), hlm. 59. 
2 Dalam putusan Mahkamah Agung dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 setidaknya 

tercatat 683 kasus perkara nomine. Lihat putusan Mahkamah Agung dalam, 

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=nominee, akses 01 Oktober 2023. 
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meninggalkan sebuah tanah dengan SHM No: 1832/Desa Sudimara yang ternyata 

sudah dibuatkan perjanjian nominee dengan Tergugat III. Tergugat III setelah itu 

mempercayakan semua perjanjian dan Sertipikat dipegang oleh Tergugat I karena 

merupakan sepasang kekasih. 

Di tengah jalan setelah Fransio meninggal Tergugat I datang kepada 

Penggugat untuk meminta tanda tangan beberapa Akta dan memberikan sejumlah 

uang sebagai tali asih. Setelah itu Tergugat I melakukan Proses Peralihan Hak atas 

SHM tersebut dan melakukan jual beli kepada Turut Tergugat III, Turut Tergugat 

IV dan Turut Tergugat V tanpa sepengetahuan Tergugat III. Penggugat yang merasa 

tidak pernah melakukan tanda tangan terhadap Akta yang diminta tergugat I 

akhirnya mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Denpasar. 

Putusan Nomor: 228/Pdt.G/2018/PN.Smn. Duduk Perkara Dalam Kasus 

ini berawal dari kainginan Penggugat I menjual tanah dengan 41 sertipikat hak 

milik secara Borongan kepada Almarhum Bapak Onggo Hartono selaku Kakek 

Tergugat II, dimana sistem pembayarannya 50% setelah dilakukannya cek bersih 

oleh Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh bapak Onggo dan 50% setelah dilakukannya 

Balik nama dengan semua beban biaya jual beli adalah ditanggung oleh semua 

pembeli. 

Permasalahan mulai muncul ketika 41 (empat puluh satu) sertipikat tanah 

sudah diserahkan kepada Bapak Onggo Hartono untuk dilakukan cek bersih karena 

tidak pernah ada kabar dari Bapak Onggo Hartono dan juga Tergugat I tentang 

kabar dan nilai kalkulasi Sertipikat Hak Milik tersebut sampai Bapak Onggo 

Hartono meninggal dunia. 
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Oleh karena Penggugat belum pernah menerima pembayaran dan 

pemberitahuan juga. Penggugat meminta sertipikat tetapi ditahan oleh Tergugat I, 

sehingga dengan ini Penggugat melaporkan Tergugat I dengan Perbuatan Melawan 

Hukum. 

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 274/Pdt.G/2020/PN.Dps 

Awal mula perkara ini pada tahun 2011 antara Terbandin I sebagai Pengggugat 

yang memberi tanah dengan SHM Nomor: 6196/Canggu yang kemudian 

Terbanding II selaku Tergugat I dan Terbanding III selaku Tergugat II datang 

membujuk Penggugat dengan iming-iming tanah tersebut disewakan kepada pihak 

lain kemudian hasil dan pendapatan Vila tersebut akan dibagi bersama diantara para 

pihak. Setelah itu Tergugat I dan Tergugat II membuat beberapa perjanjian Akta 

Notaris di Pembanding selaku Tergugat III yang ditandatangani pada 14 Oktober 

2011 dan sejak saat itu tahun 2011 SHM di pegang oleh Tergugat I dan Tergugat II 

sehingga itulah diajukannya gugatan untuk melakukan pembatalan Akta Notaris 

pada tahun 2020 oleh Penggugat. 

Berdasarkan duduk perkara tersebut di atas, perjanjian nominee 

merupakan permasalahan yang komplek, bisa jadi bukan hanya melibatkan satu 

pihak tetapi banyak pihak yaitu keterkaitannya WNA dengan WNI dan melibatkan 

Pejabat Umum Negara yaitu Notaris dalam pembuatan perjanjiannya. Perjanjian 

nominee juga sering kali bertindak untuk keperluan pihak beneficiay. Nominee juga 

dalam melakukan tindakan-tindakan khusus harus sesuai dengan yang diperjanjikan 
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dan tentunya sesuai dengan perintah yang diberikan oleh pihak beneficiary.3 

Perkara nomine yang begitu banyak dengan permasalahan yang kompleks 

sebagaimana dipaparkan di atas, maka menarik untuk diteliti. 

Dalam penelitian ini nantinya akan tampak bagaimana hasil analisis 

putusan hakim terhadap perjanjian nominee (pinjam nama) yang termasuk ke dalam 

perjanjian innominaat atau yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang, 

bagaimana kedudukan serta kepastian hukumnya dan tanggung jawab hukum 

Notaris dalam pembuatan perjanjian nominee. Hal ini menjadi sangat penting sekali 

dilakukan agar perjanjian nominee tersebut tidak mengandung unsur ketidakjelasan 

yang dapat merugikan para pihak dan khususnya Negara.  

Dalam menganalisis masalah ini kiranya perlu digunakan tinjauan yuridis 

dan Filosofis yang sangat penting dilakukan tentang perjanjian sehingga penulis 

merangkum sebuah judul “Tinjauan Yuridis Dan Filosofis Terhadap Putusan 

Perjanjian Nominee (Pinjam Nama).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan 

beberapa permasalahan yang hendak dikaji, yaitu: 

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam 

memutuskan perkara perjanjian nominee? 

 
3 Hukum Online.Com, Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI), 

“Hukumnya Praktik Pinjam Nama (Nominee) Untuk Menghindari Pajak,” 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5fb659347bf32/hukumnya-praktikpinjam-

nama-i-nominee-i-untuk-menghindari-pajak/, Akses di Yogyakarta, Tanggal 03 April 2023, pukul 

20.47 WIB. 
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2. Bagaimana tinjauan yuridis dan filosofis terhadap putusan perjanjian 

nominee? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Tujuan Umum dan Tujuan Khusus yaitu: 

a. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memahami secara 

mendalam mengenai larangan dilaksanakannya praktik nominee sebagai bentuk 

penyelundupan hukum di Indonesia oleh Undang-Undang terutama di Bidang 

Hukum Pertanahan dan Hukum Perjanjian. 

b. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum yang 

digunakan dalam memutuskan perkara perjanjian nominee. 

2. Untuk mengidentifikasi analisis Yuridis dan Filosofis terhadap 

perjanjian nominee 

2. Kegunaan Penelitian 

Sementara kegunaan penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritik penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

sumbangsih bagi khazanah keilmuan, khususnya analisis putusan 

perjanjian nominee tinjauan tinjauan yuridis dan filosofis. 

b. Keguanaan secara praktis diharapkan mampu memberikan nilai positif 

bagi pemerintah untuk dilakukan penyesuaian terhadap perturan 
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perundang-undangan agar selaras dengan perkembangan celah-celah 

praktik nominee yang sampai saat ini masih sering terjadi sebagai 

tindakan preventif timbulnya perkara nominee di masa yang akan 

datang. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian mengenai nominee agreement memang sudah ada yang membahas 

tetapi tidak begitu banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, begitu juga tentang 

analisis putusan perjanjian nominee (tinjauan yuridis dan filosofis). Untuk 

mendukung permasalahan dalam tulisan ini, penulis mencoba melakukan 

penelusuran terhadap penelitian terdahulu kemudian menentukan posisi penelitian 

penulis. Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan studi yang dikaji, 

diantaranya adalah: 

Penelitian yang mengkaji tentang nominee agreement dihubungkan 

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jurnal artikel penelitian yang 

dilakukan oleh Ridwan Mutaqin dan Deny Haspada, tentang “Perjanjian Nominee 

Antara Warga Negara Asing Dengan Warga Negara Indonesia Dalam Praktik Jual 

BelI Tanah Hak Milik Yang Dihubugkan Dengan Pasal 1313 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata”.4 Ada juga di jurnal SASI karya Yosia Hetharie yang 

berjudul “Perjanjian Nominee  Sebagai Saarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah 

Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum 

 
4 Deny Haspada, “Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing Dengan Warga Negara 

Indonesia Dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik Yang dihubungkan Dengan Pasal 1313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata,” Jurnal Ilmu Hukum Wacana Paramarta, Vol Nomor 2 (2018), 

hlm, 116. http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/77. Akses di Yogyakarta 

tanggal 24-10-2022, Pukul 21.00 WIB. 
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Perdata”.5 Dalam penelitian tersebut di bahas tentang bagaimana nominee 

agreement (perjanjian pinjam nama) yang dibahas melalui Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. 

Selanjutnya Tesis yang karya Hendri Saleh UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta tentang “perjanjian pinjam nama (nominee) perspektif hukum 

perjanjian syariah (studi kasus di kota Denpasar Bali),” penelitian ini berkaitan 

dengan sama-sama membahas perkara nominee (pinjam nama), akan tetapi tentu 

ada letak perbedaanya dimana dalam hasil penelitian yang sudah dilakakuan pinjam 

nama disebabkan beberapa faktor yaitu karena upah yang besar, Notaris  yang 

menyediakan SDM yang dapat dipercaya dan kurang kuatnya aturan hukum guna 

mencegah dan menindak perjanjian nominee (pinjam nama). Sedangkan dalam 

hukum syariahnya masuk ke dalam perjanjian yang bertentangan dengan syarak 

dilihat dari syarat terbentuknya akad. 

Penelitian lainnya adalah Artikel yang di tulis oleh Jaya Kesuma dengan 

judul “Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara 

Asing Dalam Praktik Jual Beli Tanah Dihubungkan Dengan Undang-Undang 

Pokok Agraria Nomor 05 Tahun 1960”.6 Karya lain dalam sebuah jurnal yang di 

tulis oleh Ni Putu Tanjung Eka Wijayani dengan judul “Penyelesaian Sengketa 

 
5 Yosia Hetharie, “Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik atas Tanah 

Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Jurnal SASI, 

Volume 25 Nomor 1, 2019, hlm. 27-36. 

https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/147/pdf. Akses di Yogyakarta Tanggal 24-10-

2022, Pukul 21.52 WIB. 
6 Jaya Kesuma, Perjanjian nominee Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara 

Asing Dalam Peraktik Jual Beli Tanah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Pokok Agraria 

Nomor 05 Tahun 1960, Jurnal Unpas, 2016. 

http://repository.unpas.ac.id/11877/1/JURNAL%20DISERTASI%20DR%20%20JAYA%20KES

UMA%20SH%20MH.pdf, Akses di Yogyakarta tanggal 24-10-2022, Pukul 22.00 WIB. 
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Perjanjian Nominee Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga 

Negara Asing (WNA) Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat (2) UUPA”.7 Dalam penelitian 

tersebut menjelaskan bahaimana nominee agreement dalam pandangan UUPA 

Nomor 05 Tahun 1960 dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam Pasal 26 ayat 

(2) UUPA. 

Artikel yang di tulis oleh Muhammad Taufiq Budiarto dengan judul 

“Sudut Pandang Perpajakan Atas Pengalihan Hak Tanah Dan Bangunan Dengan 

Mekanisme Perjanjian Nominee”.8 Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana 

pandangan perpajakan dengan adanya perjanjian nominee tentang kepemilikan 

sebuah tanah yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Perbedaannya dalam 

penelitian ini jelas terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan. 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori merupakan pendukung untuk membangun permalasahan yang 

dianalisis. Teori memberikan pengarahan dengan cara mensistemasikan masalah 

yang diteliti.9  Menurut lubis, kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir 

pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi 

bahan perbandingan dan pegangan teoritis.10 Kerangka teori yang digunakan untuk 

 
7 Ni Putu Tanjung Eka Wijayani, “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Nominee Tentang 

Peralihan Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Asing (WNA) Ditinjau Dari Pasal 26 ayat 

(2) UUPA,” Jurnal Aktual Justice, Vol 3 No 2 (2018). 

https://ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/view/538. Akses di Yogyakarta Tanggal 24-10-

2022, Pukul 22.07 WITA. 
8 Muhammad Taufiq Budiarto, “Sudut Pandang Perpajakan Atas Penngalihan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan Dengan Mekanisme Perjanjian Nominee,” Jurnal Simposium Nasional 

Keuangan Negara (SNKN), Vol 1 No 1 (2018). 

https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/260. Akses di Yogyakarta Tanggal 24-10-

2022, Pukul 22.11 WIB. 
9Duanne R. Monette Thomas dan J. Sullivan Cornell R. Dejoms, Applied Social Research 

(Chicago: Halt Reinhart and Winston Inc, 1989), hlm. 31. 
10M. Solly Lubis, Filsafat Hukum dan Penelitian (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80. 
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menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah teori tentang perjanjian, teori 

Lawrence M. Friedman seorang pemikir Filsafat hukum. 

Sejatinya perjanjian dibuat tujuannya adalah sebagai undang-undang yang 

mengikat bagi para pihak untuk melaksanakan dan melakukan sesuatu. 

sebagaimana yang dikemukakan Subekti seorang ahli hukum berpendapat bahwa 

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau 

dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.11  Selain 

itu M. Yahya Harahap dalam bukunya “Segi-Segi Hukum Perjanjian” bahwa 

perjanjian atau verbintenis adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta 

benda, antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak 

untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk 

menunaikan prestasi.12 Pembuatan perjanjian tentu harus memenuhi unsur dan 

syarat sahnya sebagaiamana dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu: kesepakatan, 

kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.  

Dalam hal perjanjian nominee syarat suatu sebab yang halal tidak 

terpenuhi, sehingga dapat dikatakan nominee sebagai bentuk penyelundupan 

hukum. Adapun tujuan dari pengaturan perjanjian nominee adalah untuk melakukan 

suatu penguasaan terhadap tanah yang tidak diperbolehkan Undang-Undang. Untuk 

mengkaji berkaitan dengan Perjanjian nominee barangkali sangat tepat jika 

menggunakan teori perjanjian yang diatur juga secara Yuridis Undang-Undang dan 

Teori Filsafat. Hal ini dirasa penting untuk mengawali teori yang akan digunakan 

 
11Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1. 
12M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 1986), Cet. II, hlm. 

6. 
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sebagai bahan kajian untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini. 

Teori perjanjian ini diarasa penting karena dalam kontaks penelitian, hal 

yang mengkaji suatu perjanjian dan termasuk kategori penyelundupan hukum 

dehingga akan sesuai jika dibenturkan dengan syarat sahnya perjanjian13 yang 

secara yuridis tertera dalam pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu dari sifat pokok 

perjanjian, kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa perjanjian14 mengatur 

hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya, yang mengikatkan 

diri mereka dalam suatu kalusul perjanjian. Secara yuridis juga tentang tanah diatur 

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, juga mengenai Undang-

Undang Jabatan Notaris dan juga Undang-Undang kekuasaan Kehakiman menjadi 

hal yang fundamental untuk mengkaji penelitian ini. Kemudian nantinya dapat 

menjabarkan apakah akta autentik yang dibuat oleh notaris untuk kepentingan 

kepemilikan hak atas tanah oleh WNA dapat dibenarkan atau tidak oleh aturan 

hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Jikalau dapat dan tidak dapat 

dibenarkan, kemudian apa yang menjadi akibat hukum dari adanya perjanjian 

tersebut. Hal ini menjadi menarik apabila perihal hukum perjanjian dapat ikut andil 

dalam menganalisis suatu permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. 

Selain itu kajian filosofis juga dirasa penting untuk melengkapi penelitian 

ini. Menurut Soetikno mengatakan bahwa filsafat hukum adalah mencari hakikat 

dari hukum itu sendiri, dia ingin mengetahui apa yang ada dibelakang hukum, 

 
13 Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus (Jakarta: Prmaedia Group, 

2014), cet. 8, hlm. 1. 
14 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian (Bandung: CV Mandar Maju, 

2011), cet. Ix, hlm. 7. 
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mencari tahu apa yang tersembunyi di dalam hukum, menyelidiki kaidah-kaidah 

hukum sebagai pertimbangan sebuah nilai, memberi penjelasan mengenai nilai 

tersebut, postulat (dasar-dasar) sampai pada dasarnya dan berusaha mencari akar-

akar dari hukum.15 Kemungkinan adanya penyelundupan hukum dalam perjanjin 

nominee, dalam hal ini teori filosofis hukum akan semakin menarik untuk dikaji 

secara lebih mendalam. 

Teori hukum yang diperkenalkan Lawrence M. Friedman yang 

menyimpulkan bahwa dalam setip sistem hukum terdapat tiga unsur yaitu: struktur, 

substansi dan kultur hukum.16 

1. Struktur adalah keseluruhan intitusi hukum beserta apparat-aparatnya, yang 

termasuk didalamnya adalah kepolisian dengan polisinya, kejaksaan 

dengan jaksanya, pengadilan dengan hakimnya dan seterusnya. 

2. Substansi adalah keseluruhan aturan hukum (termasuk asas hukum dan 

norma hukum), baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan 

pengadilan. 

3. Kultur hukum yang merupakan kekuatan-kekuatan sosial secara terus 

menerus bekerja terhadap hukum, di sini merusak, di sana memperbarui, di 

sini memperkuat, di sana memperlemah, hal yang memilih bagian hukum 

mana yang akan di operasikan yang bersifat menggantikan, yang bersifat 

 
15 Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, Hukum Dalam Pendekatan Filsafat (Jakarta: 

Kencana Prenamedia Group, 2015), Cet. 1, hlm. 3-4. 
16 Satjipto Rahardjo, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan 

(Judocialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2009) cet. 2, hlm. 225. 
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memutar, dan yang bersifat jalan pintas, semuanya akan bermunculan 

perubahan yang akan diadakan, apakah bersifat terbuka atau rahasia. 

F. Metode Penelitian 

Pada setiap penelitian dilakukan perlu adanya suatu metode yang memadai, 

guna suatu penelitian memperoleh kelengkapan, objektivitas, reliabilitas dan 

validitas data hasil penelitian.17 Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

penelitian kualitatif yang merupakan metode untuk meneliti objek pada kondisi 

alamiah, posisi penalti ataupun instrument kunci serta tekhnik pengumpulan data 

tringulasi atau gabungan analisis data berupa kualitatif.18 Adapun metode yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan kepustakaan atau library research atau 

penelitian normatif. Penelitian Pustaka (library research) adalah penelitian dengan 

cara mengkaji dan menelaah data yang telah diperoleh dari kepustakaan.19 

Pengkategorian pada library research dikarenakan data-data yang diperlukan 

dalam menyelesaikan penelitian yang berasal dari bahan kepustakaan seperti buku, 

ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan sejenisnya.20 

 

 

 
17 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 

76. 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: 

Alfabeta, 2017), hlm. 9. 
19 Hadi Sutrisno, Metedologi Research (Yogyakarta, Andi Offse, 1990), hlm. 9. 
20 Nur Sapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan,” Jurnal Iqra’, Vol 08 No 01 (Mei, 2014), 

hlm. 68. 
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2. Sifat Penelitian 

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitif karena menjelaskan 

ataupun memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel 

yang telah terkumpul dan kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil suatu 

kesimpulan akhir. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konsep 

(conceptual approach) yaitu suatu pendekatan yang bewaral dari pendapat dan 

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan perjanjian nominee yang berakaitan dengan hasil putusan 

serta berkaitan dengan pengaturan hukum dan Undang-Undang yang berlaku. 

4. Sumber Data  

Sumber data primer adalah induk atau sumber pertama dalam 

menghasilkan sebuah data21 atau bisa juga sebuah data yang berkaitan dan diperoleh 

secara langsung dari sumber data yang digunakan tersebut.22 Sumber data penelitian 

ini akan menggunakan 3 (tiga) hasil putusan pengadilan, Undang-Undang Dasar 

1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 05 Tentang 

Peraturan Pokok Dasar Agraria, Undang-Undang Jabatan Notaris dan beberapa 

peraturan perundang-undangan yang terakait. 

Sementara itu Sumber Data Sekunder merupakan sumber data kedua 

setelah sumber data primer. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang biasa 

 
21Ibid., hlm. 129. 
22Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91. 
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digunakan meliputi Buku-buku ilmiah, Makalah-makalah, Jurnal ilmiah dan Artikel 

ilmiah Seperti buku yang biasanya sudah disediakan diperpustakaan-perpustakaan, 

jurnal, artikel, dan makalah ilmiah yang bisa ditemukan di internet. Serta data 

tersier yang digunakan peneliti untuk melengkapi sumber data primer yang berupa 

kamus-kamus.23 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan mengggunakan pengumpulan 

bahan hukum dan hasil putusan dengan cara membaca yang selanjutnya menelaah 

data-data tersebut serta berbagai sumber kepustakaan. Pada tahap ini data yang 

sudah terkumpul ditelaah dengan tujuan unutuk meringkas data yang sesuai dengan 

maksud dari sumber data yang relevan dengan penelitian dan membuat catatan 

obyektif serta konseptualis data. 

6. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses dan upaya dalam pengolahan data 

menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik dari data tersebut menjadi lebih 

mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya 

permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.24 Metode analisis data ini 

terdiri dari beberapa tahapan yang bertujuan untuk mengurutkan cara analisis secara 

sistematis, yaitu: 

 
23Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

(Bandung: Mandar Maju,1995), hlm. 65. 
24 Maxmanroe, “Pengertian Analisis Data, Tujuan, Jenis, Dan Prosedur Analisis Data”, 

https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/analisis-data.html, Akses Di Yogyakarta Tanggal 23-

11-2022, Pukul 20.19 WIB. 
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a. Pemeriksaan data yaitu untuk memastikan kembali kelengkapan data 

yang sudah terkumpul untuk kemudian dijelaskan makna, kesesuaian 

dan relevansinya dengan pokok-pokok pembahasan. Pada penelitian 

ini menggunakan refrensi Undang-Undang Dasar 1945, Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 05 

Tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria dan bererapa sumber hukum 

lainnnya. 

b. Klarifikasi data yang merupakan tahap berikutnya untuk 

mengelompokkan sumber-sumber refrensi yang didapatkan sebagai 

bahan analisis karena semua refrensi tidak semuanya memiliki 

persamaan ataupun ketidaksamaan. Berdasarkan hal tersebut 

klarifikassi bertujuan untuk memilih data-data apa saja yang 

diperlukan serta untuk mempermudah analisa ditahap selanjutnya. 

c. Verifikasi data merupakan pemeriksaan kembali data yang sudah 

diperoleh untuk mengetahui keabsahan datanya apakah sesuai dengan 

yang diharapkan atau tidak. Verifikasi data ini dilakukan dengan cara 

meneliti kembali berbagai kepustakaan dari berbagai macam sumber. 

d. Analisis data adalah mengaitkan sumber data yang sudah terkumpul 

atau diperoleh untuk hasil yang lebih efisien sesuai yang diharapkan. 

Pada penelitian ini dilakukan dengan analisis data yang telah 

terkumpul kemudian dianalisa mengenai bagaimana putusan 

pengadilan terhadap perjanjian nominee dengan tinjauan Yuridis dan 

Filosofis. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan sistematika piramida 

terbalik yang membahass kajiian dari umum ke khusus, dan sistematikanya akan 

dituangkan ke dalam lima bab: 

Bab pertama, berisi pendahuluan dalam penguraiannya terdiri dari latar 

belakang masalah yang menjadi landasan penulisan tesis, rumusan masalah yang 

menjadi uraian masalah yang dibahas dalam tesis, tujuan dilakukannya penelitian, 

metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan 

pintu masuk utama dari pembahasan yang akan di bahas pada bab-bab selanjutnya 

yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman atas isi yang 

akan disajikan. 

Bab dua berisi tentang landasan teori tentang perjanjian nominee dan hak 

atas tanah di Indonesia yang terdiri dari teori umum perjanjian, perjanjin nominee, 

hak milik atas tanah di indonesoa, Jabatan Notaris di Indonesia. Tujuannya ialah 

guna mendeskripsikan teori-teori yang akan digunakan sebagai bahan analisis. 

Bab tiga memaparkan data-data yang telah didapatkan dalam penelitian 

terkait dengan putusan pengadilan perjanjian nominee yang terdiri dari kasus posisi 

putusan pengadilan, pokok permohonan putusan pengadilanm pertimbangan 

majelis hukum putusan pengadilan, hasil putusan pengadilan, Analisis Putusan 

Pertimbangan Hukum Hakim dan Keabsahan Perjajian Nominee kemudian 

keterkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UUPA, dan 

Kekosongan Hukum. Hal ini sangatlah penting sebagai pnaduan yang ada dan 

kemudian akan dikolaborasi dalam suatu analisis yang mendalam. 
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Bab keempat berisi tentang analisisi atas temuan tinjauan yuridis dan 

filosofis sehingga mampu menjawab masalah yang telah ada. Bab ini merupakan 

bab penyususnan penelitian tesis ini yang berisikan tentang perjanjian nominee 

tinjauan yuridis dan filosofis, perjanjian nominee dalam kaitannya dengan 

kedudukan dan kepastian hukum dan bentuk tanggung jawab Notaris dan dampak 

hukum keterlibatan Notaris, selanjutnya tinjauan filosofis perjanjian nominee 

(pinjam nama). Pada penelitian mengenai putusan perjanjian nominee berupa 

tinjauan yang berkenaan juga dengan kritis terhadap kekosonngan hukumnya. 

Bab kelima yang merupakan penutup dari penyususnan tesis ini. Bab ini 

berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang memberikan jawaban atas 

permasalahan yang diteliti dan dianalisis serta beberapa saran untuk penegakan 

hukum perjanjian nominee. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari 3 (tiga) putusan yang diteliti dalam penelitian ini, hakim dalam 

pertimbangannya menggunakan dasar hukum yang sama, yaitu Kitab Undnag-

Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian pasal 1320 ayat (4) suatu 

sebab yang halal karena menyalahi substansi yang ada sebagaimana dalam pasal 21 

ayat (1) UUPA, dan juga melihat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan 

juga menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Pada 3 (tiga) putusan yang 

diteliti dalam penelitian ini alasan pertimbangan hakim adalam memutuskan 

perjanjian nominee atas dasar melihat ketentuan kedudukan perjanjian itu sendiri 

dalam KUHPerdata khususnya dalam Pasal 1320 mengenai syarat sahnya 

perjanjian yaitu: 1) kesepakatan para pihak, 2) kecakapan, 3) suatu hal tertentu, 4) 

suatu sebab yang halal. 

Putusan pengadilan dalam kasus yang penulis teliti dari tinajuan yuridis 

tidak memberikan hukuman terhadap WNA yang jelas-jelas telah melakukan 

Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mensiasati hukum tanah yang seharusnya 

berlaku di Indonesia untuk dapat menguasai Hak Milik secara tidak langsung. Akan 

tetapi dari ketiga putusan tersebut telah memenuhi nilai-nilai keadilan oleh hakim 

karena putusan tersebut memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang 

bersengketa tentunya dengan berbagai macam pertimbangan selain melihat 
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peristiwa yang sebenarnya dan juga mendasarkan pada hati Nurani kemudian 

memutuskan dengan memperhatikan rasa keadilan bagi para pihak. Putusan 

pengadilan dalam dua tiga tersebut juga sejalan dengan aturan-aturan yang ada 

dalam beracara perdata yaitu: 1) Hakim bersifat menunggu, 2) Hakim bersifat pasif, 

3) persidangan bersifat terbuka, 4) mendengar kedua belah pihak, 5) putusan harus 

disertai alasan yang bertujuan unutk pertanggung jawaban hakim atas putusannya, 

6) beracara dikenakan biaya, 7) tidak ada keharisan untuk mewakilkan. 

Sementara itu menurut tinjauan filosofis tentang perjanjian nominee yang 

dilihat dari ketiga putusan tersebut, dengan menggunakan teori sistem hukum (legal 

system) Lawrence M. Friedman dari substansi hukumnya (legal substance), dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjadi kekosongan hukum yang artinya 

tidak diatur secara penuh. Maka dari itu perlunya sebuah substansi yang lebih baik 

agar nominee tidak mencederai asas-asas yang terkandung dalam perjanjian, karena 

pda dasarnya nominee yang lahir dari asas kebebasan berkontrak sesuai dengan 

Pasal 1338. Akan tetapi melihat dari tujuan perjanjian tersebut jelas melanggar 

syarat sahnya perjanjian yang ada dalam Pasal 1320 KUHPerdata.  

Secara struktur hukum (legal structure), sudah jelas bahwa suatu putusan 

pengadilan yang diputuskan hakim sangat berpengaruh terhadap struktur hukum. 

sebagaimana disimpulkan dari ketentuan pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “pengadilan tidak boleh 

menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan 

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 

memeriksa dan mengadilinya.” Dalam konteks ini, hakim dapat dikatakan 
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membentuk hukum apabila ia akhirnya dapat memberikan keputusan yang adil 

terhadap perkara yang ditanganinya 

Sementara itu budaya hukum (legal culture) yang erat kaitannya dengan 

kesadaran masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan 

tercipta budaya hukum yang baik serta dapat merubah pola pikir masyarakat 

mengenai hukum selama ini. Dalam hal ini kepatuhan masyarakat terhadap hukum 

merupakan salah satu indikator berlakunya hukum mengingat perjanjian nominee 

adalah salah satu jenis perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata maupun 

pengaturan lainnya. Sementara Secara Filosofis tinjaun Maqasshid Syariah Ibnu 

Asyur hakim dalam memutuskan segala perkara nominee sudah sesuai untuk 

mencapai maslahah umat atau orang banyak. 

B. Saran 

Perlunya penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang secara 

tegas dan jelas menjelasskan tentang nominee serta sanksi tegas yang bisa mencapai 

kesejahteraan dan tidak ada penyelundupan hukum, sehingga putusan nominee 

dalam pertimbangan hakim tingkat pertama hingga tangkat terakhir dapat konsisten 

dan tidak menimbulkan multitafsir terhadap pertimbangan perjanjian nominee.  Hal 

tersebut sebagai bentuk upaya untuk menghasilkan putusan yang dengan tujuan 

hukum yaitu terpenuhinya aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum 

supaya meminimalisir upaya hukum kembali yang lakukan oleh para pihak 

mengingat putusan bersifat final and binding. 
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wisman-ke-indonesia-pada-desember-2022-mencapai-895-12-ribu-

kunjungan-dan-jumlah-penumpang-angkutan-udara-internasional-pada-

desember-2022-naik-14-87-

persen.html#:~:text=Selama%20tahun%202022%2C%20jumlah%20kunju
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ngan,kunjungan%20wisman%20pada%20tahun%202021. Akses di 

Yogyakarta, tanggal 02 Mei 2023.  
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